
BUPATI TANATORA.IA
PROVINSI SULAWESI SEI,ATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 4 TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk meraksanakan ketentuan pasal 3 ayat (r)
Peraturan
Perangkat

Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016
Daerah, telah ditetapkan peraturan

tentang
Daerah

Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 tahirn 2O16 tentang
Pembentukan Can Susunan perangkat Daerah;

b. bahwa untuk penyesua_ian terhadap perkembangan
penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
perangkat daerah yang telah dibentuk sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, telah dievaluasi berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 201g
tentang Pembinaan Dan Pengendalian penataarr perangkat

.. Daerah, dan perlu ditata kembali sehingga perangkat
daerah secara efekif dan efrsien dapat menyelenggara-kan
tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan kualitas
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan
pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-UndaX$ Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentu(at " Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan l€mbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor

r822);

Mengingat

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR iO TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



a

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1L tentang
Pembentukan peraturan perundang_undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor g2,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana terah diubah beberapa kari, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Peru bahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang pembentukan peiaturan perundang_
Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6g01);

4. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta:inbaJ.ran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Sg7) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, teral<hir dengan Undang_Undang
Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tanbattan l,embaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana teiah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 6573);

kmbaran Negara

7. Peraturan Pemerintah Nomor i g Tahun 20 16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 588g) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 1g
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor lg7, Tambahan
kmbaran Neqfra Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pimerintah Nomor 16 Tahun 20 1 8 tentang
Satuan Polisi Pamong Praj a (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

B
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 200g
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Ke{a Badan
Penanggu langan Bencana Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur perangkat Daerah pro,rinsi
dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

l l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 201g
tentang Pembinaan Dan pengendalian penataan perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g
Nomor 1539);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah (l,embaran Daera]r Kabupaten Tana Toraja Ta]run
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tana Toraj a Nomor 19).

Dengan persetuj uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I
Beberapa ketentuan da-lam Peraturan Daerah Kirbupaten Tana Toraja Nomor
10 Tahun 2016 tentang pembentukan Dan Susunan pera,gkat Daerah
(l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraj a Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), diubah sebagai berikut:

l Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf d dan huruf e diubah, sehingga pasal S
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

susunan dan Tipe Perangkat46aerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah, Tipe A;

b. Sekretariat DPRD, Tipe B;

c. Inspektorat Daerah, Tipe A;
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d. Dinas Daerah, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan pemerintahan bidang
Pemerintahan bidang kebudayaan ;

Tipe A, menyelenggarakan
pendidikan, dan Urusan

2. Dinas Kesehatar Tipe A, menyelenggarakan Urusan pemerintahan
bidang kesehatan;

3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perdagangan dan
Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan pemerintahan
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Urusan pemerintahan
bidang perdagangan dan Urusan pemerintahan bidang
perindustrian;

4. Dinas - Kependudukan dan pencatatan Sipil Tipe A,menyelenggarakan urusan pemerintahan bidani aaministrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

5. Dinas. Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang perhubungan ;

6. Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan Urusan pemerintahan
bidang sosial;

7. Dinas - Pemberdayaan Masyaralat dan kmbang Tipe B,menyelenggarakan Urusal pemerintahan bidang p."*U..[uy""ri
masyarakat dan lembang;

8. Dinas Pertanian, Ketahanan panga,r dan perikanan Tipe A,
menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang pertanian, U'ru".nPemerintahan bidang pangan dan Urusan pemerintafran il;;perikanan;

9. Dinas Pekerjaan Umum {11 fata Ruang Tipe A, menyelenggarakanUrusan Pemerintahan bidang pekerJ.;an^ umum dan pinataan
ruang;

10. Dinas Parivrisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A,menyelenggarakan Urusan pemerintahal bidarr! pari*""J,
Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Oiahriga: '

1 1. Dinas 
_ 
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak,Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencani Tit ;;menyeienggarakal Urusan pemenntatr bidang pemberiayaan

perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakanUrusan Pemerintahan bidang perpustakaan han 
*Urusan

Pemerintahan bidang kearsipan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian Tipe B,

menyelenggarakal Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, Urusan Pg.merintahan bidang persandian dan Urusan
Pemerin tahan bidang *etistik.

14. Dinas Perumahan Raliryat dan Kawasan Permukiman Tipe B
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat
dan kawasan
pertanahan;

permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang



15. Dinas Penanaman
menyelenggarakan
modal;

Modal dan pelayanan
Urusan Pemerintahan

Satu Pintu,
penanaunan

Tipe A,
Bidang

Terpadu
bidang

e

16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan bidang tenaga t<e4a, Urusan pemerintahan
bidang transmigrasi, dan Urusan pemerintahan tiaang ene.gisumber daya mineral;

17.Dinas. Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang tingkungan hidup;
18. Satuan potsi pamong praja, pemadam Kebakaran danPenyeLamatan Tipe A, 

. 
menyetingga.aka, Urusan p.-urirrt"fril

bidang ketenteraman dan ketedl-an ,*rrr, serta perlindunganmasyarakat.

Badan Daerah, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Bidalg perencanaan dan fungsi penunjang Uru san
Pemerintahan Bidang penelitian dan pengembangan daerah:
Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah
melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan
keuangan;

,2

3. Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Tipe B, melaksanar<an fungsi penunja,g urusan pemerintahan
Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Klasifikasi A.
f. Kecamatan terdiri atas:

1. Kecamatan Makale, Tipe A.

2. Kecamatan Makale Utara, Tipe A.

3. Kecamatan Mal<ale Selatan, Tipe A.

4. Kecamatan Sang:rlla,, Tipe A.

5. Kecamatan Sangalla,Utara, Tipe A.

6. Kecamatan Sangalla, Selatan, Tipe A.

7. Kecamatan Mengkendek, Tipe A.

8. Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Tipe A.

9. Kecamatan Rembon, Tipe A.

10. Kecamatan Saluputti, Tipe A.

1 1. Kecamatan nantetayo,dipe a.

12. Kecamatan Kurra, Tipe A.

13. Kecamatan Malimbong Balepe', Tipe A.

14. Kecamatan-Bittuang, Tipe A.
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15. Kecamatan Bonggakaradeng, Tipe A.

16. Kecamatan Rano, Tipe A.

17. Kecamatan Masanda, Tipe A.

18. Kecamatan Simbuang, Tipe A.

19. Kecamatan Mappak, Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(3)

(4)

(7\

(1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan
Badan Daerah dapat dibentuk Unit pelaksana Telcris.

l2l Unit Peiaksana Teknis sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)
dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:

a. kelas A; dan

b. kelas B.

Penetapan klasifikasi Unit pelaksana Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdapat Unit pelaksaaa Teknis Dinas di bidang
Pendidikan dan Unit pelaksala Teknis Dinas di bidan!
Kesehatan.

(5) Unit Pelaksana Teknis dibidang pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berupa situan pendidikan be-rbentuk
satuan Pendidikan formai darr Satuan pendidikan non formal.

(6) Pembentukan, Organisasi dan Tata Ke{a Unit pelaksana Teknis
dibidang Pendidikan sebagaiman dimaksud pada ayat fSJmengacu pada ketentuan peraturan perundang_undangan.

(8)

Unit Pelaksana Teknis di bidang Kesehatan sebagaimana
!-rrrlat<1ua pada ayat (4) berupa Rumah Sakit Daerah sebagai
Unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanL
secara professional, serta pusat Kesehatan masyarakat sebagai
unit organisasi bersifat fungsional yaog me-berikan layanL
secara profe ssional.

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah serta bidang kepegawaian.

(9) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud
dipimpin oleh Direktur

pada ayat (7)

(10) Pengsian Jabatq+?birektur sebagaiman dimaksud pada ayat
(9) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1 1) Jenis dan klasilikasi Rumah Sakit Daerah sebaqaimana
dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan peraturan
perundeng-undangan.
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(12) pusat keseha
(z) oipi-piorEil ffixffii T:1?#1::ffi:1 pada avat

(13) Organisasi d11-Tata Kerja mengacu pada ketentuan peraturanperundang_undangan.

(1a) Unit pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (4) dibentuk dan diiltapk"r, -d..,g"., 
fi;;li' [irr",,berdaearkan ketentuan p.."t".1" p.rundang_ undangan.

Ketentuan Pasal l2 diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat Administrator dan pejabat

Pengawas pada perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) tetap
menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat
pada Perangkat Daerah berdasarkan peraturan Daerdh ini.

b. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
1. Dinas Pendidikan;

2. Dinas Kebudayaan;

3. Dinas Pariwisata;

4. Dinas Pekeqjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
7. DinaS Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
11. Dinas Pertanian;

12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanal;
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

i4. Badan Pendapatan Daerah;

i5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

16. Badan Perencalaan Pembangunan Daerah; dan

17. Satuan Poiisi Pamonglaja dan Pemadam Kebakaran.

c. Direktur, Pejabat edmfiristrator, Pejabat Pengawas dan pejabat
Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Daerah ini.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten TanaToraja.
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Pasal II

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 9 [ovcr,bor &22

NA TORAJA,

S ALLORERUNG
TOBA

Diundangkan di Makale

9 toy.6.r 622

S DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,
PR )VINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: B.IlK.04. 106.22
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